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ABSTRAK 

Jual beli dalam Islam harus memenuhi syariat Islam, baik dari segi syarat 

dan rukunnya. Salah satu fakta jual beli yang dipraktikan oleh para pembeli 

perumahan syariah di Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar 

Lampung patut memperoleh penelaahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana praktik jual beli perumahan yang tidak sesuai dengan akad 

perjanjian awal dengan keterlambatan pembangunan rumah tersebut dan 

bagaimana padangan hukum Islam dalam praktik jual beli perumahan di 

Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar Lampung. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli perumahan yang tidak 

sesuai dengan akad perjanjian awal dengan keterlambatan pembangunan rumah di 

Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar Lampung dan untuk 

memahami pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli perumahan di 

Perumahan Griya Jati Tahap Lima Bandar Lampung. 

Data penelitaian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat kualitatif dengan memakai pola pikir deduktif, yaitu data primer 

yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dan data sekunder yang 

didapatkan melalui riset yang mencakup buku, jurnal, dan artikel serta dokumen-

dokumen resmi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara Tinjauan Hukum Islam jual 

beli perumahan di Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar Lampung 

ini dalam teori jual beli kredit. Dalam perjanjiannya pihak pertama mengikatkan 

diri dengan pihak kedua untuk menyerahkan benda (rumah) selama waktu tertentu 

karena telah terjadi proses pembelian, dengan sistem pembayaran pembelian 

rumah tersebut dengan mengangsur. Namun dalam praktik di lapangan perjanjian 

tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal yang sudah disepakati akan tetapi ada 

musyawarah antara kedua belah pihak sehingga tetap melanjutkan pembelian 

rumah tersebut. Berdasarkan Hukum Islam maka praktik jual beli perumahan di 

Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar Lampung adalah sah atau 

boleh, sebab dalam praktiknya sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang 

tidak menyalahi aturan dan syariat Islam. 

Kata kunci : Jual Beli, Perjanjian Akad, Perumahan. 

 

 

 

 

 

 

  



Pedoman Transliterasi 

 

Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 ṭ ط - ا

 ẓ ظ b ب

 ʿ ع t ت

 g غ ṡ ث

 f ف j ج

 q ق ḥ ح

 k ك kh خ

 l ل d د

 m م ż ذ

 n ن r ر

 w و z ز

 h هـ s س

 ' ء sy ش

 y ي ṣ ص

   ḍ ض

 

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong 

 kataba = كَـتبَََ

 su'ila = سئُلََِ

 yażhabu = يَذهَْبَُ

 qāla = قاَلََ

 qīla = قيِْلََ

 yaqūlu = يقَوُْلَُ

 kaifa = كَيْفََ

 ḥaula = حَوْلََ
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MOTTO 

ب َٓ أٌَُّ
َٰٓ ٍَ ٱ ٌَ  ُكَُى ثِ  نَّرٌِ ٍۡ نكَُى ثَ  َٕ اْ أيَۡ َٰٕٓ طِمِ ٱءَايَُُٕاْ لََ رأَۡكُهُ اْ  نۡجَ  َٰٕٓ لََ رقَۡزهُُ َٔ ُكُىۡۚۡ  سَحً عٍَ رسََاضٖ يِّ ٌَ رجَِ  َٰٓ أٌَ ركَُٕ إِلََّ

 ٌَّ َ ٱأََفسَُكُىۡۚۡ إِ ب للَّّ ًٗ ٌَ ثكُِىۡ زَحٍِ  كَب

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-

Nisa:29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

1. Praktik Jual Beli 

 Dalam kamus KBBI pengertian praktik adalah pelaksanaan secara 

nyata dalam sebuah teori.
1
 Jual beli adalah suatu perjanjian tukar 

menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan 

hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan 

sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟ (hukum Islam).
2
 

 Praktik jual beli merupakan suatu praktik transaski yang 

dilakukan secara tatap muka (face to face) anatara kedua belah pihak, 

dengan cara pembayarannya menggunakan sistem tunai maupun 

kredit. 

Jual beli apabila diartikan secara umum adalah suatu perikatan tukar 

menukar sesuatu benda/barang yang bukan kemanfaatan dan 

kenikmatan. Perikatan sendiri yaitu akad yang mengikat kedua belah 

pihak. Jikalau dalam arti yang lebih khusus, jual beli yaitu ikatan tukar 

menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan 

yang memiliki daya tarik, penukarnya bukan emas dan perak, 

bendanya dapat direalisir dan ada seketika (ditangguhkan), tidak 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bhasa Indonesia , (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2011), 1591. 
2
 A. Kumedi Ja‘far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga Dan 

Bisnis, (Surabaya: Gemilang, 2022), 106. 
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merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pihak pembeli ataupun 

tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui 

terlebih dahulu.
3
 

2. Perumahan 

 Perumahan adalah kumpulan suatu rumah sebagai bagian dari 

pemukiman, baik perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi 

prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan 

rumah yang siap layak huni. 

3. Tinjauan Hukum Islam 

 Pengertian tinjauan adalah mempelajari suatu data dengan cermat, 

memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah 

menyelidiki, mengumpulkan semua data kemudian dikelompokkan 

menjadi satu. Dalam kamus KBBI arti Tinjauan adalah hasil meninjau, 

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari suatu data 

tersebut).
4
 

 Hukum Islam atau syariat Islam merupakan suatu aturan yang 

berlandaskan mengenai Islam, larangan-larangan yang tidak 

diperbolehkan dalam Islam untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di 

dunia dan di akhirat.
5
 

                                                           
3
 Hendi Suhendi, Sohari Sahrani dan Ruf‘ah Abdullah, Fiqh Muamalah, (Jakarta: 

Kencana, 2012), 67. 
4
 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2011), 1198. 
5
 Eva Iryani, ―Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,‖ Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2 (2007), 24. 
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Pengertian hukum Islam bisa diartikan sebagai seluruh peraturan 

agama yang telah ditetapkan Allah untuk agama Islam, baik yang 

bersumber dari Al-quran maupun dari sunnah yang bersumber dari 

Rasulullah SAW, yang berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir 

(Penetapan atau pengakuan). Peraturan ini tidak terikat pada hal yang 

mengatur masalah ritual ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-

aturan dan fondasi keimanan bagi umat Muslim, mulai dari perkara 

kecil hingga besar.
6
 

 Maka tinjauan hukum Islam merupakan suatu pandangan atau 

pendapat yang  berlandaskan mengenai syariat Islam yang didasarkan 

dengan nash yaitu Al-Quran dan As-sunnah untuk mengatur kehidupan 

manusia. 

 Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah bahwa praktik jual beli 

perumahan dalam tinjauan hukum Islam tersebut dapat dijalankan 

dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Dalam 

praktik jual beli perumahan syariah ini, maka penjual dan pembeli 

harus berusaha untuk menjalankan transaksi tanpa riba, yaitu tanpa 

tambahan bunga atau keuntungan yang diharamkan dalam Islam. 

 Supaya tidak menimbulkan penafsiran dan pemaknaan yang salah 

dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka akan diuraikan 

terlebih dahulu beberapa istilah yang ditinjau dari judulnya. Propsal 

skripsi ini berjudul ―Praktik Jual Beli Perumahan Dalam Tinjauan 

                                                           
6
 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali pers, 1998), 235. 
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Hukum Islam (Studi di Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa 

Bandar Lampung)‖. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, dalam kebutuhan manusia 

pengelolaannya tidak dapat dilakukan untuk terpenuhi secara mandiri. 

Pada prinsip kebutuhan manusia dipengaruhi oleh waktu, lingkungan, 

kebudayaan, dan agama. Terdapat tiga komponen besar pemenuhan 

kebutuhan pokok yang terbatasi yaitu, sandang, pangan, dan papan. Papan 

artinya rumah yang merupakan kebutuhan dasar paling akhir untuk 

dipenuhi, tetapi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia sebagai tempat tinggal. Salah satu bentuk wujud pemenuhan 

kebutuhan pokok manusia adalah memliki rumah layak huni, namun 

demikian masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak 

huni sebagai tempat tinggal.  

Selanjutnya manusia juga tidak terpisahkan dan selalu melekat 

pada aktivitas muamalah yaitu jual beli karena setiap manusia akan 

melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya yaitu 

jual beli perumahan untuk kebutuhan tempat tinggal. Melainkan dari 

kondisi ekonomi seseorang, rumah merupakan kebutuhan pokok yang 

wajib dimiliki supaya dapat memberikan perlindungan dari terik matahari 

dan hujan. Kepemilikan rumah adalah kebutuhan dasar bagi individu dan 

keluarga. Dalam beberapa wilayah, harga properti termasuk perumahan 
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telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat 

mengakibatkan kesulitan bagi calon pembeli dalam memperoleh 

perumahan yang terjangkau.  

Di zaman sekarang ini sudah banyak berbagai macam cara untuk 

mendapatkan rumah yang di inginkan. Salah satunya dengan cara sistem 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sistem KPR ini dapat dilakukan tanpa 

melalui perbankan, sehingga terhindar dari bunga atau riba. Oleh karena 

itu, penting untuk memastikan bahwa transaksi perumahan syariah dapat 

memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa 

mengorbankan kepentingan masyarakat. 

Praktik jual beli perumahan syariah semakin populer di berbagai 

negara dengan mayoritas penduduk muslim. Akan tetapi, ada 

kekhawatiran terkait dengan sejauh mana praktik ini sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). 

Sama seperti halnya yang terjadi di Perumahan Griya Jati Tahap 

Lima ini menggunakan sistem KPR Syariah tanpa bank. Akan tetapi, pada 

sitem Kredit Perumahan Syariah tanpa bank di perumahan ini diduga 

terdapat ketidaksesuaian pada perjanjian di awal saat akad. Saat 

melakukan akad pernjanjian, di dalam perjanjian tersebut menyatakan 

bahwa masa pembangunan rumah tersebut akan selesai selama 6 bulan, 

tetapi dalam praktiknya pembangunan rumah tersebut sudah melewati 

batas waktu yang ada di perjanjian bahkan sampai 1 tahun lamanya. Para 

konsumen yang sudah mulai melakukan angsuran merasakan keresahan 
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karna pembangunannya yang lama sehingga membuat para konsumen 

lama untuk tinggal di rumah tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ―Praktik Jual Beli Perumahan Dalam Tinjauan 

Hukum Islam (Studi di Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa 

Bandar Lampung)‖. 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Adapun fokus dan subfokus penelitian berdasarkan pemaparan 

latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus dan subfokus 

penelitian adalah: 

1. Fokus dari penelitian ini adalah ―Praktik Jual Beli Perumahan Dalam 

Tinjaun Hukum Islam‖. 

2. Subfokus penelitian ini adalah menetapkan status hukum Islam dalam 

praktik jual beli perumahan yang tidak sesuai dengan akad perjanjain 

awal dengan keterlambatan pembangunan rumah tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, maka 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana praktik jual beli perumahan yang tidak sesuai dengan akad 

perjanjain awal dengan keterlambatan pembangunan rumah tersebut? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli perumahan 

di Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar Lampung?  
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui praktik jual beli perumahan yang tidak sesuai 

dengan akad perjanjian awal dengan keterlambatan pembangunan 

rumah di Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar 

Lampung. 

2. Untuk memahami pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli 

perumahan di Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar 

Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini berhasil dengan baik, maka peneliti berharap 

penelitian tentang praktik jual beli perumahan dalam tinjauan hukum Islam 

diharapkan agar dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan, 

baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini, 

yaitu: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah  

wawasan dan pengetahuan dalam praktik jual beli perumahan menurut 

pandangan Hukum Islam, serta dapat dijadikan bahan informasi bagi 

penelitian selanjutnya, agar karya yang dihasilkan menjadi lebih baik 

lagi. 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain 

agar dapat menambahkan wawasan, pengetahuan, pemahaman, bagi 



8 

 
 

peneliti berikutnya dan dapat menjadi tolak ukur sehingga penelitian 

selanjutnya akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan pencaraian data yang dilakukan penulis, dapat 

ditemukan beberapa karya penelitian terdahulu yang relevan. Pada 

penelitian tersebut membahas tentang jual beli perumahan syariah dengan 

menggunakan sistem kredit yang ditinjau oleh prespektif hukum Islam. 

Berikut penelitian terdahulu yang relevan yaitu: 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Khairil Mishbah, IAIN Salatiga 

yang berjudul ―Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Jual Beli Perumahan 

Syariah Dengan Sistem Kredit Tanpa Perbankan (Studi Pada Perumahan 

Taylon Syariah Kabupaten Pati)‖. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul 

Mishbah terfokus pada pembahasan mengenai untuk mengetahui kredit 

jual beli perumahan syariah tanpa perbankan di Perumahan Taylon Syariah 

Kabupaten Pati.
7
 Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan 

dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahas tentang akad jual beli perumahan syariah yang ditinjau oleh 

hukum Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah dalam penelitian ini terfokuskan membahas tentang praktik 

sistem kredit tanpa perbankan saja. 

                                                           
7
 Khairul Mishbah, "Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Jual Beli Perumahan Syariah 

Dengan Sistem Kredit Tanpa Perbankan (Studi Pada Perumahan Taylon Syariah Kabupaten Pati)" 

(Skripsi, IAIN Salatiga, 2022). 
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Kedua, skripsi yang disusun oleh Susi Nurkholidah, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang berjudul ―Tinjauan Hukum Islam Terhdap 

Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Perumahan Pada PT. Rumah Cerdas 

Yogyakarta (Studi di Perumahan Griya Kembang Putih)‖. Penelitian yang 

dilakukan oleh Susi Nurkholidah terfokus pada pembahasan mengenai 

pembentukan perjanjian pendahuluan jual beli perumahan yang dibuat 

oleh PT. Rumah Cerdas Yogyakarta.
8
 Dalam penelitian ini mempunyai 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-

sama membahas tentang akad jual beli perumahan syariah yang ditinjau 

oleh hukum Islam. Sedangakan perbedaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah dalam studi ini terfokuskan membahas tentang 

perjanjian permulaannya saja.  

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Eni Muslimah, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang berjudul ―Pandangan Hukum Islam Terhadap 

Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Perumahan di PT. Merapi 

Arsitagraha Yogyakarta‖. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Muslimah 

terfokus pada perlindungan konsumen dalam jual beli perumahan di PT. 

Merapi Arsitagraha serta membahas sisi akad yang dilakukan dan bentuk 

tanggung jawab pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan.
9
 Dalam 

                                                           
8
 Susi Nurkholidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pendahuluan Jual Beli 

Perumahan Pada PT. Rumah Cerdas Yogyakarta (Studi Kasus Di Perumahan Griya Kembang 

Putih)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 
9
 Eni Muslimah, ―Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Jual 

Beli Perumahan Di PT. Merapi Arsitagraha Yogyakarta‖ (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2009). 
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penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah dari tinjauan hukum Islam teradap perjanjian  jual beli 

perumahan syariah yang dilakukan oleh pengembang perumahan 

(developer) syari‘ah sebagai halnya dibahas dalam studi ini. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah berbeda dalam studi ini 

belum melakukan perjanjian yang digunakan dalam jual beli perumahan 

syariah. 

Keempat, skripsi yang disusun oleh Wasaluwa, UIN Raden Fatah 

Palembang yang berjudul ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian 

Sewa Beli Perumahan Barcelona Kenten Palembang‖. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wasaluwa terfokus pada perjanjian sewa beli yang 

dilakukan pada Perumahan Barcelona Kenten Palembang, yang ditinjau 

dari pandangan Ekonomi Islam.
10

 Dalam penelitian ini mempunyai 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahas mengenai tinjauan hukum Islam pada perumahan. Sedangakan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam hal akad 

berbeda dan skripsi tersebut hanya membahas mengenai akad sewa beli 

pada Perumahan Barcelona Kenten Palembang. 

Kelima, jurnal oleh Egi Arvian Firmansyah dan Deru R Indika, 

yang berjudul ―Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa Bank: Studi Di 

                                                           
10

 Wasaluwa, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Beli Perumahan 

Barcelona Kenten Palembang‖ (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017). 
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Jawa Barat‖. Penelitian yang dilakukan oleh Egi Arvian Firmansyah dan 

Deru R Indika terfokus pada kredit pemilikian rumah syariah tanpa bank.
11

 

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai sitem kredit 

perumahan syariah tanpa bank. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah studi ini terfokuskan pada sistem kredit 

perumahan syariah saja. 

H. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Tujuan menggunakan metode kualitatif karena penelitian 

kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih 

ditonjolkan dalam pnelitian kualitatif. Penggunaan metode ini akan 

disebarkan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian 

lapangan (field research), dengan metode penelitian lapangan, 

yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun 

langsung kelapangan dan dalam kehidupan yang sebenarnya. 

 

                                                           
11

 Egi Arvian Firmansyah Deru R Indika, ―Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa 

Bank : Studi Di Jawa Barat,‖ Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan 10, No. 2 (2017). 
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b. Sifat Penelitian 

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 

merupakan suatu penelitian metode dalam meneliti suatu objek 

dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi pada 

daerah tertentu. 

2. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan 

langsung dari sumber pertama yang diteliti. Data tersebut 

didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.
12

 Dalam 

sumber data primer ini data yang didapatkan adalah hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti dari pimpinan atau 

staff pengembang Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa 

Bandar Lampunng. Dan sejumlah konsumen yang mempunyai 

hubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian agar 

dapat menjawab permasalahan dalam skripsi yang penulis teliti di 

Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 

cara melakukan riset. Data sekunder ini mecakup buku, jurnal dan 

                                                           
12

 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2005), 56. 
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artikel serta dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan.
13

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri 

dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, hasil tes, atau 

peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai ciri-ciri tertentu 

dalam penelitian.
14

 Populasi yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah pihak developer dan konsumen di Perumahan Griya Jati 

Tahap Lima Rajabasa. Penulis berusaha melakukan pengumpulan 

data informasi sebanyak-banyaknya mengenai kegiatan penjualan 

perumahan di kawasan Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa 

adalah 43 pihak yang terdiri dari 1 developer, 10 marekting, dan 32 

unit perumahan yang sudah ditempati. 

b. Sampel 

Sampel adalah separuh anggota populasi yang diambil 

dengan melakukan teknik pengambilan sampling. Sampel harus 

benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya 

kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus 

merupakan kesimpulan atas populasi.
15

 Dalam penelitian ini 

menggunakan simple random sampling. Menurut sugiyono, teknik 

                                                           
13

 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 8. 
14

 Hardani and others, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif, Metode Penelitian 

Kualitatif&Kuantitaif, 2017, 361. 
15

 Ibid, 362. 
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simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.
16

 Simple 

random sampling ini biasanya dilakukan dengan cara sistem 

kocokan. Adapun Sampel yang diambil oleh penulis yaitu 

sebanyak 15 pihak yang terdiri dari 1 developer perumahan, 1 

marketing, dan 13 pembeli perumahan yang ada di Perumahan 

Griya Jati Tahap Lima Rajabasa. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Agar mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara berhadapan muka langsung untuk 

mendapatkan informasi lisan atau secara langsung dengan orang 

yang memberikan keterangan kepada peneliti.
17

 Dalam tahap ini 

peneliti mewawancarai secara langsung dengan pimpinan atau staff 

pengembang Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar 

Lampung. Dan sejumlah konsumen yang mempunyai hubungan 

langsung dengan permasalahan dalam penelitian agar dapat 

                                                           
16

 Andiana Moedasir, ―Random Sampling Adalah : Jenis Dan Teknik Pengambilannya,‖ 

Majoo, 2022, https://majoo.id/solusi/random-sampling-adalah. (diakses tanggal 23 Oktober pukul 

22.06 WIB). 
17

 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian,  (Jakarta: Ar-ruzz Media, 

2014), 31. 
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menjawab permasalahan dalam skripsi yang penulis teliti di 

Perumahan Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar Lampung. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak 

melibatkan subjek penelitian melainkan dengan melalui dokumen 

seperti catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan 

sebagainya.
18

 Dalam metode ini digunakan agar memperoleh data 

tentang praktik jual beli perumahan di Perumahan Griya Jati Tahap 

Lima Rajabasa Bandar Lampung. 

5. Pengolahan Data 

Agar mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 

metode pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing merupakan kegiatan pengolahan data yang 

dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti kembali data-data 

yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari lapangan, salah satunya 

yang di dapat dari kuesioner. Tujuannya agar mengurangi 

kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah 

diselsaikan.
19

 

b. Sistemating 

Sistemating atau sistematika data merupakan penempatan 

data yang berurut sesuai dengan sistematis data yang diperoleh. 

                                                           
18

 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). 
19

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 153. 
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6. Analisis Data 

Analisi data yaitu suatu proses untuk memeriksa atau mengecek 

data, mengubah data, membersihkan data, dan membuat pemodelan 

data agar menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk 

dan cara untuk peneliti mengambil keputusan terhadap permasalahan-

permasalahan penelitian yang sedang diteliti.
20

 Saat menganalisa data 

peneliti harus menyusun data secara sistematika yang diperoleh dari 

hasil pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, dengan cara menyusun data terlebih dahulu dan dilihat 

mana yang lebih penting untuk dipelajari dan mendapatkan kesimpulan 

yang bermanfaat untuk semuanya. 

Dalam metode analisa data yang digunakan untuk penelitian ini 

yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Praktik Jual Beli 

Perumahan Dalam Tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji 

menggunakan metode kualitatif. Dalam metode analisa data yang 

digunakan pada penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, 

dimana metode ini melakukan penyelidikan dan penelitian yang ada di 

lapangan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun gambaran terhadap penelitian yang penulis bahas yang 

nantinya dapat memberikan penjelasan secara rinci susunan tahapan tiap 

bab yang akan dibahas. Pada bab-bab tersebut terdapat lima bab yaitu : 

                                                           
20

 Ahmad Fauzy dkk, Metodologi Penelitian, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), 

94. 
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BAB I PENDAHULUAN: Berisi tentang pendahuluan yang 

menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI : Berisi tentang landasan teori untuk 

menghantarkan pada permasalahan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik 

jual beli perumahan, maka pada bab ini membahas mengenai perjanjian 

jual beli kredit perumahan syariah dalam hukum Islam yang mencakup 

pengertian dan dasar hukum perjanjian akad, rukun dan syarat perjanjian, 

dan hukumnya serta pemutusan akad atau perjanjian menurut hukum 

Islam. Dan memaparkan tentang jual beli yang dimasukkan dengan sistem 

kredit. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN: Pada bab ini berisi 

tentang pembahasan yang berisikan pemaparan tentang hasil penelitian 

secara khusus dengan menguraikan dan mengumpulkan data di Perumahan 

Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar Lampung. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN : Pada bab ini berisi tentang 

uraian analisa dari peneliti mengenai praktik sistem kredit Perumahan 

Griya Jati Tahap Lima Rajabasa Bandar Lampung ditinjau dari prespektif 

Hukum Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam dengan perjanjain 

akad yang tidak sesuai. 
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BAB V PENUTUP : Pada bab ini berisikan penutup, guna 

memberikan kesimpulan yang telah didapati dari pembahasan dan analisa 

yang sudah dilakukan, kesimpulan berikut dengan saran dan kemudian 

diakhiri dengan kata penutup.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Akad dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Akad 

Akad berasal dari bahasa arab yang memiliki arti perjanjian yang 

tercatat atau kontrak. Dalam buku Sa‘diyah tentang fiqh muamalah II 

menjelaskan teori dan praktik yaitu pengertian makna akad ditinjau 

dari segi kebahasaan adalah ikatan dan tali pengikat. Akad merupakan 

syarat yang harus dipenuhi karena akad menentukan sah atau tidak 

sahnya  perbuatan bermuamalah tersebut menurut hukum Islam. 

Pengertian akad ditinjau dari segi istilah adalah perbuatan yang 

sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridaan 

semua pihak yang berakad dan memiliki akibat hukum yang baru. 

Menurut Sudiarti pengertian akad secara istilah adalah kesepakatan 

mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Suhendi berpendapat arti 

akad adalah perikatan ijab qabul yang dibolehkan dan dibenarkan 

syara‘ sesuai keridaan kedua belah pihak. Menurut Rivai dan Usman 

akad adalah keterikatan keinginan diri dan orang lain yang 

menyebabkan munculnya komitmen tertentu yang disyariahkan. 

Dalam istilah ilmu fiqih, ada dua makna akad menurut para ulama 

yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, akad merupakan 

suatu bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh 

seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya baik yang 
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menimbulkan akibat hukum syar‟i.
21

 Secara khusus, akad merupakan 

ijab dan qabul  yang menciptakan hak dan tanggung jawab terhadap 

objek akad (ma‟qud „alaih). Makna khusus ini yang dipilih oleh 

Hanafiyah.
22

 

Menurut para ahli, definisi akad sebagai berikut ini : 

a. Zainal Abdulhaq 

Definisi akad yaitu membuat suatu kesepakatan atau ikatan 

perjanjian antara kedua belah pihak terhadap pembelian suatu 

barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum 

syar‘i.
23

 

b. Wahbah al-Zuhayli 

Definisi akad yaitu sebagai hubungan atau keterkaitan antara ijab 

dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara‟ dan akad 

menimbulkan implikasi hukum tertentu.
24

 

c. Syamsul Anwar 

Definisi akad yaitu pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan 

kehendak dua pihak atau lebih untuk menyebabkan suatu akibat 

hukum pada objeknya.
25
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Berdasarkan dari penguraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

definisi akad yaitu suatu ikatan perjanjian ijab dan qabul yang 

melahirkan objek akad terkena akibat hukum dengan didasari kerelaan 

antara kedua belah pihak sesuai dengan syariat Islam. 

2. Dasar Hukum Akad 

Adapun dasar hukum akad menurut Al-Quran dan Hadist : 

a. Al-Quran 

1. Surat Al-Maidah ayat 1 : 

ب َٓ أٌَُّ
َٰٓ ٍَ ٱ ٌَ  فُٕاْ ثِ  نَّرٌِ ۡٔ اْ أَ َٰٕٓ خُ  نۡعقُُٕدِۚۡ ٱءَايَُُ ًَ ٍ ِٓ ىِ ٱأحُِهَّذۡ نكَُى ثَ عَ  َۡ َ إِلََّ يَب ٌزُۡهَى   لۡۡ

سَ يُحِهًِّ  ٍۡ كُىۡ غَ ٍۡ دِ ٱعَهَ ٍۡ ٌَّ  نصَّ أََزىُۡ حُسُو ٌۗ إِ َ ٱَٔ  1ٌحَۡكُىُ يَب ٌسٌُِدُ  للَّّ
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah : 1). 

 

Pada penggalan pertama ayat ini memerintahkan kita untuk 

menepati janji-janji yang telah dibuat. Janji tersebut bisa 

berupa janji seorang hamba kepada Allah SWT maupun sesama 

manusia. Berdasarkan tafsir Muyassar, janji kepada Allah SWT 

berupa iman kepada syariat Islam dan tunduk kepada perintah 

Allah SWT. Kalau janji kepada manusia misalnya pernikahan, 

berdagang, dan lain sebagainya asalkan tidak melanggar 

ketentuan Allah SWT dan melenceng dari ajaran Islam. 

2. Surat Al-Imran ayat 76 : 

دِِِ  ثهََى ۚۡ  ۡٓ فىَ  ثعَِ ۡٔ ٍۡ أَ ٌَّ  رَّقَى  ٱَٔ  ۦيَ ِ َ ٱفإَ ٍَ ٱٌحُِتُّ  للَّّ َّقٍِ ز ًُ   76نۡ
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“Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan 

bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertakwa.” (Q.S. Al-Imran : 76). 

 

Makna dari ayat tersebut adalah barang siapa yang 

menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai 

orang-orang yang bertakwa. 

b. Hadis 

 ِِ ٍِ يَذْ  عَ دَ حُسِّ ْٕ ُٓ ٍَ اللهُ انٍَْ سَهَّىَ قَبلَ: نعََ َٔ  ِّ ٍْ ًَ صَهَّى اللهُ عَهَ ٌَّ انَُّجِ
ٍِ عَجَّبسٍ أَ اثْ

وَ  ٌَّ اللهَ إذِاَ حَسَّ إِ َٔ ب  َٓ بَِ ًَ ْٕ أثَْ َٔ أكََهُ َْب  ْٕ وُ فَجبَعُ ْٕ ىُ انشُّحُ ِٓ ٍْ ٍْئٍ  عَهَ وٍ أكَْمَ شَ ْٕ عَهىَ قَ

 .َُُّ ًَ ىْ ثَ ِٓ ٍْ يَعهََ دأد أثٕ ٔ أحًد زٔاِ –حَسَّ 
“Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-

orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-

lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil 

penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada 

suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil 

penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).”
26

 

 

Makna dari hadis tersebut adalah barang siapa yang 

menjual bangkai dan memakan hasil penjualannya, maka 

sesungguhnya Allah melaknat orang-orang tersebut karena telah 

diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai). 

3. Rukun dan Syarat Akad 

a. Rukun Akad 

Supaya akad sah menurut pandangan Islam, maka akad harus 

memenuhi rukun dan syarat. Menurut para ulama telah menetapkan 

beberapa syarat sahnya akad, yaitu akad yang telah selesai tidak 

memenuhi syarat, dalam hal ini akad dianggap tidak sah atau dapat 
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diminta dibatalkan di pengadilan.
27

 Rukun merupakan unsur-unsur 

yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena 

adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad terbentuk 

karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. 

Adapun empat unsur rukun akad menurut hukum Islam, yaitu :
28

 

1. Para Pihak yang Berakad (Al-„Aqidain) 

Al-„Aqidan pihak-pihak yang melakukan akad. 

2. Objek Akad (Mahallul al-„Aqd) 

Yaitu suatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya 

akibat hukum yang ditimbulkan. Seperti benda beruwujud 

maupun yang tidak berwujud. 

3. Pernyataan Kehendak (Sighat al-„Aqd) 

Merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad 

berupa ijab dan qabul. 

4. Tujuan Akad (Maudhu‟ al-„Aqd) 

Tujuan akad adalah tujuan yang telah ditetapkan oleh syara‟, 

dengan rukun yang keempat ini akad tidak sah jika tujuan dari 

akad tersebut tidak memenuhi yang ditetapkan syara‟. 

 

 

b. Syarat Akad 
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Secara bahasa syarat  artinya adalah tanda yang dapat 

membedakan dari yang lain. Syarat menurut para fuqaha 

mengartikan bahwa dengan semua hal yang mengikuti yang lain 

baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Maka syarat adalah 

sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. 

Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu adalah rukun.
29

 

1. Syarat terbentuknya suatu akad (syuruth al-in‟iqad) 

a. Rukun yang pertama para pihak harus memenuhi dua syarat 

terbentuknya akad yaitu tamyiz dan berbilang pihak (at-

ta‟adud). 

b. Rukun yang kedua adalah pernyataan kehendak yaitu 

persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan) dan kesatuan 

majelis akad 

c. Rukun yang ketiga objek akad yaitu objek akad dapat 

diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, dan 

objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda 

bernilai dan dimiliki atau mutaqawwin dan mamluk) 

d. Rukun yang keempat tujuan akad yaitu tujuan akad tidak 

bertentangan dengan syara‟. 

 

2. Syarat-syarat keabsahan akad (Syuruth ash-Shihhah) 
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Syarat-syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua 

macam, yakni : 

a. Syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap 

semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan 

akad. 

b. Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-

masing berbagai akad khusus. 

3. Syarat berlakunya akibat hukum (Syuruth an-Nafadz) 

Agar dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang 

sudah sah itu harus memenuhi dua syarat akibat hukum, yaitu: 

a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, 

terpenuhinya para pihak yang mempunyai kepemilikian 

atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, 

dan para objek yang sedang digadaikan atau di sewakan. 

b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, 

terpenuhinya dengan para pihak yang telah mencapai 

tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi 

tindakan hukum yang dilakukannya. 

4. Syarat mengikatnya akad (Syartul-Luzum) 

Pada asasnya, akad yang sah sudah memenuhi rukunnya, 

serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat 

berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan 

dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para 
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pihak dan tidak boleh dari salah satu pihak menarik kembali 

persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.
30

 

Allah SWT telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku 

manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak 

individu yang lain. Hal ini juga diatur dalam ajaran Islam, dimana 

seseorang itu tidak diperbolehkan memberatkan kepada yang lainnya. 

Artinya, seseorang itu tidak boleh melakukan kedzaliman kepada lainnya.  

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 160-161 yang berbunyi : 

ٍَ  فَجظُِهۡىٖ  ٍَ ٱيِّ ىۡ عٍَ سَجٍِمِ  نَّرٌِ ِْ ثصَِدِّ َٔ ىۡ  ُٓ ذٍ أحُِهَّذۡ نَ ىۡ طٍَِّجَ  ِٓ ٍۡ يُۡبَ عَهَ ِ ٱَْبدُٔاْ حَسَّ  كَثٍِسٗ  للَّّ
ىُ  ِْ أخَۡرِ َٔ اْ ٱا   ٕ ثَ لَ  نسِّ  َٕ ىۡ أيَۡ ِٓ أكَۡهِ َٔ  ُّ ُۡ ٕاْ عَ ُٓ قدَۡ َُ طِمِۚۡ ٱثِ  نَُّبسِ ٱَٔ ٍَ يُِۡ  نۡجَ  فِسٌِ أعَۡزدَََۡب نِهۡكَ   ُٓىۡ َٔ

ب   ًٗ  عَراَثبً أنٍَِ

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas 

(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi 

mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan 

Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 

mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta 

benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk 

orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” 

4. Macam-Macam Akad 

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika 

dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara‘, maka akad 

terbagi dua, yaitu: 

a. Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Akad Sahih (diperbolehkan) adalah akad yang sudah 

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih 

ini adalah berlakunya semua akibat hukum yang ditimbulkan 
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akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Ulama 

Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad sahih ini menjadi 

dua macam, yaitu:  

a) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang 

dilangsungkan degan memenuhi rukun dan syaratnya dan 

tidak ada penghalang untuk melaksanakannya 

b) Akad mauquf, yaitu akad akad yang dilakukan seseorang 

yang telah cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki 

kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad 

itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah 

mumayiz. 

2. Akad yang tidak sahih (dilarang) adalah akad yang memiliki 

kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga semua akibat 

hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak 

yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi lagi akad tidak sahih 

ini menjadi dua macam, yaitu: 

a) Akad yang batil, akad dikatakan batil apabila tidak 

memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan 

lansgung dari syara‘ 

b) Akad fasid suatu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, 

tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. 

 

b. Berdasarkan dari segi benda yang dijadikan objek jual beli: 
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1. Jual beli benda yang kelihatan. Saat melakukan akad jual beli 

benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual 

dan pembeli.
31

 

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya. Jual beli ini sama 

halnya dengan jual beli salam (pesanan). Dimana jual beli salah 

satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda 

tapi dengan memberikan jaminan. 

3. Jual beli yang tidak ada benda. Jual beli ini dilarang oleh syara‘ 

karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga 

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cara-cara yang 

tidak diperbolehkan oleh syara‘ yang mengakibatkan timbulnya 

kerugian salah satu pihak. 

c. Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi: 

1. Akad Musamanah, adalah akad yang ditetapkan nama-namanya 

oleh syara‘ dan dijelaskan pula hukum-hukumnya seperti, bai‟, 

ijarah, syirkah, hibah, kafalah, wakalah, dan lain sebagainya. 

2. Akad Ghairu Musamanah, adalah akad yang tidak ditetapkan 

nama-namanya oleh syara‘ dan tidak pula dijelaskan hukum-

hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan 

perkembangan kehidupan masyarakat seperti, „Aqd istishna‟ 

bai‟ „al-wafa‟. 
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d. Berdasarkan Motifnya 

Berdasrakan motifnya akad dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Akad Tijarah adalah segala macam perjanjian yang 

menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan 

tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersil. 

Seperti jual beli, upah mengupah, dan lain sebagainya. 

2. Akad Tabarru‟ (gratutions contract) adalah segala macam 

perjanjian yang menyangkut non for profit transaction 

(transaksi nirbala). Akad ini dilakukan atas dasar tolong 

menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad tabarru‟ pihak 

yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan 

imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad tabarru‟ 

adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Seperti qard}, 

wadi‟ah, rahn, kafalah, dan lain sebagainya.
32

 

e. Berdasarkan sifat benda 

Berdasarkan sifat bendanya akad terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Akad „ainiyah adalah akad yang untuk kesempurnaanya dengan 

menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, „ariyyah, 

rahn dan lain sebagainya. 

2. Akad Ghairu „aniyah adalah akad yang hasilnya semata-mata 

akad. Akad ini disempurnakan dengan tepatnya sighat akad.  

Menimbulkan akad tanpa butuh serah terima barang. Ia 
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mencakup seluruh akad selain akad aniyah, seperti akad 

amanah.
33

 

f. Berdasarkan Unsur Tempo dalam Akad 

Dalam hal ini akad terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Akad al-zamani (akad bertempo) adalah akad yang didalamnya 

unsur waktu merupakan unsur asai, dalam arti unsur waktu 

merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori 

ini yaitu seperti akad upah mengupah, sewa menyewa, akad 

penitipan, dan akad pinjam meminjam. Akad tersebut 

memerlukan sebuah perjanjian atas lamanya suatu pinjaman 

atau titipan atau sewa. 

2. Akad al-fairuz (akad tidak bertempo) adalah dimana unsur 

akad tidak merupakan waktu tidak merupakan bagian dari suatu 

perjanjian. Seperti jual beli yang dapat terjadi seketika tanpa 

adanya unsur tempo dalam akad tersebut.
34

 

5. Hikmah Disyariatkan Akad 

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai 

hikmah, diantara hikmah diadakannya kad adalah sebagai berikut:
35

 

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam 

bertransaksi atau memiliki sesuatu. 

b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan 

perjanjian, karena telah diatur secara syar‘i. 
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c. Akad merupakan ―payung hukum‖ di dalam kepemilikan sesuatu, 

sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. 

6. Batal dan Berakhirnya Akad 

Berakhirnya akad sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad 

terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad 

(ikhtiyariyah) dan karena darurat (daruriyah). 

a. Sebab Ikhtiyariyah 

Dalam sebab ini yang termasuk adalah fasakh, iqalah, dan 

berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam 

akad, seperti dalam sewa menyewa atau upah mengupah. 

b. Sebab Daruriyah 

Dalam sebab ini yang termasuk adalah: 

1. Rusaknya objek akad (ma‟qud „alaih) 

Seperti dalam akad sewa menyewa atau upah mengupah 

(ijarah) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah akan 

disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga 

rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad „ariyah dan 

rusak benda yang dititipkan dalam akad wadi‟ah atau hilangnya 

modal dalam akad syirkah. 

2. Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak terduga, seperti 

karena meninggal dunia salah satu pihak atau keduanya, atau 

karena adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat 

melanjutkan akad dengan sempurna. 
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3. Dirampas (ghasab) atau dicuri objek akad oleh orang lain. 

7. Jual Beli Istisna’ 

a. Pengertian Jual Beli Istisna‟ 

Istisna‟ dapat diartikan sebagai permintaan untuk dibuatkan 

sesuatu. Istisna‟ menurut Wahbah Zuhaili adalah suatu akad 

beserta seorang produsen agar mengerjakan sesuatu yang 

dinyatakan dalam perjanjian yaitu akad untuk membeli sesuatu 

yang henda dibuat oleh seorang produsen, dan barang sekalian 

pekerjaan dari pihak produsen tersebut.
36

 

Dari pengertian terebut dapat dipahami bahwa jual beli 

akad istisna‟ adalah memesan suatu barang kepada perusahaan 

untuk di produksi atau komoditas tertentu untuk pembeli atau 

pemesan.
37

 Sebagian para ulama menilai bahwa akad istisna‟ 

termasuk dalam akad jual beli, bukan akad ijarah (upah-mengupah 

atau sewa-menyewa jasa). Maka dari itu, objek akad dan juga kerja 

dibebankan kepada penjual jasa (shani‟) dan harga barang bisa 

dibayar kemudian. Pada akad istisna‟ pembayaran bisa dilakukan 

diawal, dicicil sampai selesai, atau di akhir, serta istisna‟  biasanya 

diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.
38

 

Kontrak istisna‟ menjadikan kewajiban moral bagi 

perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum 

perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak bisa membatalkan 
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kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang 

lain. Apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak 

istisna‟ tidak dapat diputuskan secara sepihak. 

b. Rukun dan Syarat Istisna‟ 

Adapun beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad 

istisna‟ yaitu : 

1. Pemesan (mustashni) 

2. Penjual atau pembuat (shani‟) 

3. Barang atau benda (mashnu) 

4. Pernyataan kesepakatan (sighat ijab qabul) 

Adapun beberapa syarat istisna‟ menurut ulama fiqh yaitu
39

: 

1. Kriteria objek harus jelas 

Kejelasan dalam kriteria ini sangat penting untuk 

menghilangkan unsur al-jahalah (sulit diidentifikasi) yang 

dapat menjadikan akad ini batal. 

2. Objek sesuai dengan kebutuhan 

Objek akad ibi adalah sesuatu yang telah sering dilakukan 

measyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangannya. 

3. Jangka waktu pesanan harus jelas 
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Akad ini tidak memiliki tenggang waktu pesanan, karena 

jikalau akad ini dibatasi tenggang waktu tertentu, menurut 

Imam Abu Hanifah akad ini dapat berubah menjadi jual beli 

salam dan berlakulah bagi akad ini seluruh syarat jual beli 

salam. Oleh karena itu, menurutnya penentuan tenggang waktu 

akan merusak akad istisna‟ harus jelas, akad istisna‟ sama 

dengan ba‟i al-salam. 

c. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli Istisna‟ 

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah/boleh. Tetapi 

ada pengecualian ketika situasi tertentu, kondisi ataupun keadaan 

berbeda, jual beli bisa wajib, dan juga dapat dihukumi haram. Jual 

beli dihukumi wajib ketika terjadi praktek seperti ikhtikar 

(penimbunan barang yang menjadikan stok hilang dari pasar dan 

harga melonjak naik). Merujuk pendapat para ulama fiqh Maliki, 

dari pemerintah boleh memaksakan penjual itu untuk 

mendagangkan barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya 

pelonjakan harga. 

 

Pada uraian kasus semacam itu, pedagang berkewajiban 

menjual barang miliknya, penetapan harga sesuai dengan ketentuan 

pemerintah. Tetapi ada catatan bahwa jual beli dapat dihukumi 

makruh bahkan bisa sampai tingkatan haram, seperti pada jual beli 
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barang yang tidak bermanfaat semisal rokok, hal tersebut dikatakan 

makruh dan juga ada yang mengatakan hukumnya haram. 

Jual beli menjadi sarana tolong menolong antara sesama 

umat manusia yang memiliki landasan kuat dalam Al-Quran yang 

berbicara tentang jual beli, salah satunya terdapat dalam surat An-

Nisa ayat 29 yang berbunyi : 

ب َٓ أٌَُّ
َٰٓ ٍَ ٱ ٌَ  ُكَُى ثِ  نَّرٌِ ٍۡ نكَُى ثَ  َٕ اْ أيَۡ َٰٕٓ طِمِ ٱءَايَُُٕاْ لََ رأَۡكُهُ ٌَ  نۡجَ  َٰٓ أٌَ ركَُٕ  إِلََّ

  ٌَّ اْ أََفسَُكُىۡۚۡ إِ َٰٕٓ لََ رقَۡزهُُ َٔ ُكُىۡۚۡ  سَحً عٍَ رسََاضٖ يِّ َ ٱرجَِ  ب  للَّّ ًٗ ٌَ ثكُِىۡ زَحٍِ  كَب

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

 

Dalam ayat tersebut orang-orang diperintahkan Allah SWT 

agar memelihara dan berlindung dari siksa api neraka dengan 

berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan 

Allah supaya dapat melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba. 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 

alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 

dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, 

bantuan atau barang milik orang lain tersebut dibutuhkannya itu 

harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
40

 

B. Jual Beli Kredit (Bai At-Taqsith) 

1. Pengertian Jual Beli Kredit 
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Jika melihat dari segi bahasa, menurut Noah Websten, 

sebagaimana dikutip Munir Fuady yang mengartikan kata kredit 

sendiri berasal dari bahasa latin ―creditus‖ yang berarti to trust. Kata 

―trust‖ itu sendiri dapat diartikan keercayaan. Maka akhirnya, 

walaupun kata kredit telah berkembang, akan tetapi pada tahap apapun 

dan kemanapun arah perkembangannya, kata kredit tetap mengandung 

usaha ―kepercayaan‖ walaupun sebenarnya kredit tidak hanya sekedar 

kepercayaan. 

Maka dari sana disimpulkan, jual beli dengan sistem kredit yaitu 

jual beli yang dilakukan secara tidak kontan, melainkan jual beli kredit 

ini dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli 

tetapi belum membayar harga, baik keseluruhan ataupun sebagian, 

pembayarannya dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. 

Ulama dari empat madzhab (Syafi‘iyah, Hanafiyah, Malikiyah, 

Hanbaliyah), Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli 

dengan sistem ini. Baik harga barang yang menjadikan objek transaksi 

sama dengan harga cash ataupun lebih tinggi. Tetapi yang demikian 

mereka mensyaratkan kejelasan, yaitu tentang adanya kesepahaman 

diantara penjual dan pembeli bahwa jual beli tersebut memang dengan 

sistem kredit. Pada transaksi semacam ini seringkali penjual 

menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. 
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Jual beli dengan sistem pembayarannya diangsur harga barang 

pada kurun waktu tertentu, dan jumlah nominal tertentu belum ada 

pada zaman rasul. Jual beli kredit pada istilah fiqh muamalah 

kontemporer dinamakan Albai‟ bi al-taqsith. Model jual beli 

masyarakat Arab ketika abad 7 masehi baru mengetahui jual beli 

tangguh bayar, belum sampai pada masa cara mengangsur. Ketika 

masa itu telah ditemukan banyak model jual beli dengan pembayaran 

tangguh, semisal jual beli inah. Model ini dilakukan untuk 

menghindari riba. Seseorang membutuhkan modal seolah-olah menjual 

barang miliknya kepada orang lain dan membeli kembali barang 

tersebut dengan harga lebih tinggi dibanding saat menjual, karena 

pembayarannya tunda. Pergolakan ranah akademis yang mucul dari 

praktek jual beli bayar tangguh masa itu yaitu status harga yang lebih 

mahal dari harga saat dipasar secara cash, dan munculnya praktek dua 

akad dalam satu transaksi. Akar permasalahan itu dilarang oleh Nabi 

Muhammad SAW ketikan muncul pertentangan praktek itu dengan 

normal hukum Islam yang menjadi panduan hidup muslim. Hukum 

Islam pada bidang muamalah digali dari Nash Alquran hadist dan akal 

budi. 

Jual beli kredit ataupun angsuran secara tidak tunai merupakan titik 

dua transaksi jual beli, yang mana barang diterima pada saat transaksi 

dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal dari 

harga tunai. Serta pada transaksinya pembeli melunasi kewajibannya 
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dengan angsuran yang disepakati dengan jangka waktu tertentu. Hakiat 

membeli barang dengan kredit yaitu membeli barang secara berhutang 

yang tidak  dianjurkan syariat Islam, kecuali ketika seseorang sangat 

membutuhkan barang itu dan dia merasa mampu untuk melunasinya. 

Tidak dianjurkan seorang muslim untuk memberi barang yang 

merupakan kebutuhan mewah secara keredit, menurut fiqh jual beli 

dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai‟ muajal (jual beli 

tidak kontan) pembayarannya mungkin diansgur, bisa jadi sekaligus, 

dan dapat pula dengan ada uang muka. 

Pada masa ini umumnya di lembaga keuangan syariah 

menggunakan model jual beli ini sebagaimana yang dipaparkan bahwa 

produk-produk lembaga keuangan syariah yang didalamnya 

mengandung unsur akan baik indah antara lain, pembiayaan modal 

kerja, kartu kredit syariah pembiayaan dan renovasi rumah dan 

pembiayaan berbasis emas, tetapi di sisi lain, perbankan syariah telah 

melakukan pembaharuan dengan model jual beli angsuran sesuai 

dengan kebutuhan nasabahnya, seperti dalam pembayaran yang 

menggunakan akad murabahah coma ijrah muntahiyah bittamlik, 

musyarakah mutanaqisah, dan istishna.
41

 

Telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum 

jual beli dengan cara kredit, penyebab dari perbedaan pendapat ulama 

tersebut adalah terletak pada akarnya penambahan harga sebagai 
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konsekuensi dari ditundanya pembayaran apakah ia masuk tidak 

kepada larangan hadis yang berbunyi : 

―Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwasannya beliau 

melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli‖ (HR. 

Tirmidzi, Nasa‘i dan lainnya).‖ 

Jumhur ulama Fiqih, seperti Abu Hanifah, Muhammad bin Idris As 

Syafi‘i, Sa‘id bin Ali koma-koma abu tsaur dan muayyid Billahi 

berpendapat bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan 

ada penambahan harga untuk pihak penjual, menurut jumhur 

menetapkan bahwa seseorang pedagang boleh menaikkan harga 

menurut yang pantas, karena pada asalnya dalam urursan Muamalat 

boleh selagi belum ada nash yang mengharamkannya, sebaliknya kalau 

sampai pada batas kezaliman maka hukumnya berubah menjadi 

haram.
42

 

Pada praktik jual beli angsuran terdapat tiga syarat yang harus 

dipenuhi yaitu syarat terakit harga, cara-cara angsuran dan syarat 

tujuan akad pertama, cara terkait harga yaitu: 

a. Jual beli angsuran bukan pertukaran benda, harus jelas jumlah 

hutang dan harus jelas pula yang dibayarkan pada tiap-tiap 

angsurannya. 

b. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodenya harus merupakan 

hutang dalam bentuk uang bukan barang. 
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c. Barang yang diperjual belikan harus bisa diserahterimakan pada 

saat akad (bisa ditangguhkan) karena jika dilakukan secara tangguh 

ada resiko terjadinya jual beli hutang dengan hutang. 

Kedua syarat terkait cara pengangsuran antara lain adalah jangka 

waktu hutang harus lebih baik jangka waktu totalitasnya, misalnya 12 

bulan dan waktu pembayarannya. Termasuk juga jual beli angsuran 

harus termasuk Munjiz. Jual beli angsuran harus terhindar dari hal atau 

syarat yang sifat muallaq dan dicirikan dengan setiap pertambahan 

nilai atau pertambahan alamiah atas barang yang diperjualbelikan 

termasuk milik dari pembeli dan pembeli berhak menggunakan dan 

memanfaatkan selama tidak menyala perjanjian. 

Ketiga pemasaran secara terkait karakter akan jual beli angsuran antara 

lain adalah: 

a. Pemindahan kepemilikan barang yang diperjualbelikan yaitu 

berpindah pemilik yaitu menjadi kepemilikan pembeli sejak akan 

dilakukan. 

b. Barang yang diperjualbelikan harus diserahterimakan dari penjual 

kepada pembeli saat dilakukan.
43

 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit 

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang dilakukan harus 

memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus 
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ada di dalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus 

dipenuhi dalam rukun tersebut.
44

 

Dalam jual beli kredit mempunyai persyaratan khusus yang 

berkaitan dengan karakteristiknya dan yang terpenting adalah bahwa 

tempo atau jangka waktunya telah ditentukan secara definitif. Waktu 

pembayaran angsuran dalam jual beli kredit harus diketahui oleh kedua 

belah pihak. Karena ketidakjelasan waktu pembayaran akan 

mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli. 

Rukun jual beli kredit yang harus dipenuhi adalah: 

1. Kesepakatan untuk mengikatkan diri (shighat al-„aqd) 

Pengertian shighat al-„aqd adalah cara bagaimana 

pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. Shighat al-„aqd 

merupakan rukun akad yang paling penting, bahkan menurut ulama 

Hanafiyah, rukun akad itu hanya satu, yaitu shighat al-„aqd. 

Sementara yang lainnya dianggap sebagai rukun akad oleh jumhur, 

hanya merupakan syarat-syarat akad. Dalam beberapa literatur 

fiqh, shighat al-„aqd biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab dan 

qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama tentang isi perikatan 

yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan oleh pihak 

kedua untuk menerimanya. 

Adapun pengertian shighat al-„aqd bisa dilakukan secara 

lisan tulisan atau juga dengan isyarat yang memberi pengertian 
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dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa 

perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul yang 

telah disebutkan dengan akad al-mua‟thah. Misalnya, dipasar 

swalayan seseorang mengambil susu kaleng, lalu kemudian 

membayar harganya di kasir dengan harga yang terdapat pada 

kaleng tersbut. 

Terhadap adanya shighat (ijab qabul) dapat mewujudkan 

adanya kesepakatan timbal balik (mutual assent) atau perjumpaan 

kehendak diantara para pihak. Hal tersebut sebab esensi dari 

shighat yaitu menyebabkan timbulnya kerelaan anatara para pihak 

yang melakukan akad, yang dilandasi berdasarkan prinsip 

kebebasan, persamaan, dan keadilan. Atas hal tersebut, dapat 

dipahami bahwa kesepakatan itu harus menimbulkan adanya 

kesesuaian pernyataan dari yang berkehendak (ijab) dengan pihak 

yang menerimanya (qabul). 

2. Subjek akad (Al-„Aqid) 

Ijab dan qabul yang sudah dibahas, tidak akan terwujud 

tanpa adanya para pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu, 

pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor paling utama 

pembentukan suatu perjanjian. 

Cakupan subjek akad, fiqh pada mulanya lebih 

memperlihatkan terhadap perseorangan dan tidak dalam bentuk 

badan hukum. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan, subjek 
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akad ini tidak hanya berbentuk orang perseorangan, tetapi juga 

berupa badan hukum.
45

 Menurut fiqh, dalam subjek akad 

perorangan tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. 

Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang 

cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian 

lainnya. Ada pula yang dipandang cukup melakukan segala macam 

tindakan. 

Berhubungan dengan kecakapan pihak yang melakukuan 

akad ini, para fuqaha membahasnya dalam dua hal pokok, 

diantaranya ahliyyah (kecakapan hukum). Ahliyyah ini dibagi atas 

dua macam lagi, ahliyyahtul wujub dan ahliyyatul ada‟. Ahliyyatul 

wujub yaitu kecakapan menerima hukum (kecakapan secara pasif), 

adapun ahliyyatul ada‟ adalah kecakapan bertindak hukum 

(kecakapan hukum secara aktif). 

Merujuk dari bermacam-macam ahliyyah tersebut, akhirnya 

yang sesuai terhadap konteks pembicaraan kelayakan dalam 

melakukan akad tersebut yaitu ahliyyatul ada‟, yang merupakan 

kelayakan seseorang dalam memenuhi kewajiban yang telah 

ditetapkan syara‘ atau orang yang layak dengan sendirinya dapat 

melakukan berbagai akad, dimana seseorang tersebut menjadi 

layak mendapat ketetapan untuk menerima hak dan kewajiban, 
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serta semua tindakan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya, dan 

telah dibenarkan oleh syara‘. 

Penentuan kelayakan ini, para fuqaha seringkali hanya 

membicarakan mukallaf yaitu seseorang yang akil balig, berakal, 

dan cakap hukum. Sedangkan penetapan batasan umur mukallaf 

tersebut biasanya diserahkan kepada tradisi di masyarakat („urf) 

atau peraturan perundang-undangan. Adapun al-wilayah 

(perwalian) ini dimaksudkan atas adanya kewenangan atau 

kekuasaan yang diberikan oleh syara‘ atau undang-undang 

terhadap seseorang untuk melakukan tindakan suatu akad, yang 

memiliki akibat-akibat hukum. 

Adanya berbedaan pendapat antara ahliyatul ada‟ dan al-

wilayah, antara lain ahliyatul ada‟ adalah sebuah kepantasan 

seseorang untuk berhubungan dalam akad, adapun al-wilayah 

dimaknai sebagai kepantasan seseorang dalam melaksanakan akad. 

Seperti halnya, seseorang dinilai dapat berhubungan dengan akad 

bilamana orang tersebut telah dewasa, umat Islam dilarang menjual 

barang khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan 

untuk memerangi kaum muslimin, dan harus ada rasa rela antara 

kedua pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
46

 

3. Objek akad (mahal al-„aqd/al-ma‟qud alaih) 
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Objek akad adalah segala benda yang dijadikan akad 

namun bentuknya tampak dan membekas. Prinsip umum dari objek 

akad adalah terbebas dari gharar dan semua hal yang sudah 

dilarang oleh syara‘ (nash/undang-undang). Agar terbebas dari 

gharar, para fuqaha telah memberikan beberapa syarat yang 

seharusnya dipenuhi ketika kontrak tersebut hendak dibuat. Syarat 

tersebut biasanya dinamakan dengan sahnya akad (syarath sihhah). 

Ada aturan yang lebih spesifik tentang syarat penundaan 

waktu pebayaran, yang menjadikan penundaan waktu pembayaran 

dan angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

1. Harga kredit termasuk jenis uang. Jika penyerahan pembayaran 

ditunda sampai waktu tertentu. Jual beli yang seperti itu batal 

karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam 

keadaan darurat manakala pembeli tidak tertentu dari harga 

yang semestinya. 

2. Tidak ada persyaratan dalam jual beli kredit, apabila pembeli 

menyegerakan pembayaran penjual memotong jumlah tertentu 

dari harga yang semestinya. 

3. Dalam akad jual beli kredit, penjual tidak boleh membeli 

kepada pembeli, menambah harga pembayaran atau 

keuntungan ketika pembeli membayar utangnya. 
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4. Tujuan pembeli membeli barang dengan harga kredit yang 

lebih tinggi daripada harag cash adalah agar ia dapat 

memnafaatkannya segera. Beda halnya apabla tujuannya agar 

dapar menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah 

uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain. Maka 

praktik yang demikian disebut tawaruq dan hal tersebut tidak 

diperbolehkan.
47

 

3. Dasar Hukum Jual Beli Kredit 

Jual beli kredit dalam syariah diperbolehkan, terdapat dalil dalam 

surat Al-Baqarah ayat 282: 

ب َٓ أٌَُّ
َٰٓ ٍَ ٱ ٌَ  ى فَ  نَّرٌِ ًّٗ سَ َٰٓ أجََمٖ يُّ ٍٍ إنَِى  ٌۡ اْ إذِاَ ردَاٌََُزىُ ثدَِ َٰٕٓ   كۡزجُُُِٕۚۡ ٱءَايَُُ

“Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah : 282) 

 

Pada kenyataannya telah terjadi ikhtilaf perbedaan pendapat 

dikalangan ulama mengenai hukum jual beli secara kredit. Yang 

menjadikan hal perdebatakan karena ada beda pendapat ulama tersebut 

yaitu terletak pada adanya penambahan harga sebagai konsekuensi dari 

ditundanya pembayaran. Apakah hal tersebut masuk tidak kepada 

larangan hadist ynag berbunyi : ―Dari Abu Hurairah dari Rasulullah 

Shallaullahu Alihi Wa Sallam bahwasannya beliau melarang dua 

transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.‖ (HR. Tirmidzi, 
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Nasa‘i dan lainnya). Terdapat dua tanggapan yang menyatakan bahwa 

jual  beli kredit itu haram dan jual beli kredit itu diperbolehkan. 

1. Jual beli ba‟i al-taqsith (kredit) diharamkan 

Sebagian besar dari kalangan ulama kontemporer adalah 

Bani yang telah beliah cantumkan dalam banyak kitabnya, 

diantaranya silsilah al-ahadist ashshahihah. Dan juga Syekh Salim 

al-hilali dalam kitab mausu‟ah al-manahi as-syariyyah dan ada 

beberapa ulama lainnya. Mereka berpendapat bahwasannya jual 

beli dengan sistem kredit merupakan transaksi yang masuk 

kedalam larangan jual beli, karena terdapat dua akad dalam satu 

transaksi bagaimana yang disebutkan dalam hadist. Mereka 

menafsirkan hadist ―dua transaksi jual beli dalam satu transaksi‖ 

adalah seperti halnya ucapan seorang penjual atau pembeli: 

―barang ini kalau dijaul secara tunai harganya segini, sedangkan 

apabila dengan kredit maka harganya segitu berbeda lagi‖. Dari 

sini, pendapat ulama yang mengaharamkan menyimpulkan bahwa 

ucapan seseorang ―saya jual barang ini padamu kalau kontan 

harganya sekian dan kalau ingin ditunda pembayarannya dengan 

harga sekian‖, merupakan sistem jual beli yang saat ini maklum 

dikenal dengan nama jual beli kredit dan hukumnya adalah 

haram.
48

 

2. Jual beli ba‟i al-taqsith (kredit) diperbolehkan 
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―Pada dasarnya hukum muamalah adalah halal, kecuali ada 

dalail yang melarangnya‖, merupakan salah satu dasar kehalalan 

jual beli kredit ini. Pada pemahaman tidak ada dalil yang melarang 

adanya jual beli kredit, berdasarkan kaidah di atas, maka berarti 

jual beli semacam ini halal. 

Kebolehan jual beli dengan sistem kredit, baik dengan 

harga barang yang sama dengan harga tunai atau dapat lebih tinggi. 

Ulama yang memperbolehkan mensyaratkan akan kejelasan akad, 

yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli 

bahwasannya jual beli tersebut dilakukan dengan sistem kredit. 

Merujuk pendapat jumhur ulama, sistem kredit masih 

termasuk ke dalam ruang lingkup prinsip berkeadilan, artinya 

walaupun dalam sistem jual beli kredit terdapat tambahan harga, 

tetapi dari sisi pihak penjual tidak menerima uang pembayaran 

secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara 

langsung, sehingga menjadi sebuah kewajaran jika untuk menutupi 

penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.
49

 

Terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang 

kebolehan jual beli secara umum, baik dilakukan secara kontan 

maupun kredit, kecuali jenis-jenis yang memang telah dinyatakan 

Al-Quran tentang keharamannya. Maka dari itu tidak terdapat satu 
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nash pun yang mengharamkan jual beli dengan dua harga untuk 

satu barang, yaitu harga kontan dan harga kredit. 

ب َٓ أٌَُّ
َٰٓ ٍَ ٱ ٌَ  ُكَُى ثِ  نَّرٌِ ٍۡ نكَُى ثَ  َٕ اْ أيَۡ َٰٕٓ طِمِ ٱءَايَُُٕاْ لََ رأَۡكُهُ سَحً عٍَ  نۡجَ  ٌَ رجَِ  َٰٓ أٌَ ركَُٕ إِلََّ

 ٌَّ اْ أََفسَُكُىۡۚۡ إِ َٰٕٓ لََ رقَۡزهُُ َٔ ُكُىۡۚۡ  َ ٱرسََاضٖ يِّ ب  للَّّ ًٗ ٌَ ثكُِىۡ زَحٍِ  كَب
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29) 

 

Imam Zaid mengemukakan bahwa tambahan harga sebagai 

kompensasi penambahan waktu pembayaran masuk dalam 

keumuman nash ini, karena aktivitas perdagangan terbangun di atas 

jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, dan bagi pedagang 

harus ada keuntungan atau laba, sehingga keuntungan tersebut 

masuk dalam kategori pedagangan dan tidak termasuk dalam 

kategori riba. Sebab harga dalam jual beli yang pembayarannya 

ditunda (kredit) disubsidikan secara silang dengan barang 

dagangan yang dibayar kontan. Dengan demikian jual beli jenis ini 

termasuk perdagangan yang diisyaratkan dan tetap memiliki resiko 

untung dan rugi. 

Disisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli 

ini. Karena para pedagang melakukan jual beli ini hanya 

menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya 

laku, dan sistem ini mampu melakukannya. Maka akhirnya 

menjadikan pembeli tanpa harus membayar tunai telah mendapat 
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baragg yang bisa dimanfaatkan. Hal ini tentu saja tidak 

menghilangkan ridhanya. 

Jual beli barang dengan harga kredit disertai tambahan 

termasuk jual beli yang dikandung oleh ayat ini, karena termasuk 

utang piutang yang boleh, sehingga disyariatkan dengan nash ayat 

ini. 

4. Batasan Dalam Jual Beli Kredit 

Hal ini merujuk pada keputusan lembaga fiqih Islam mengenai jual 

beli kredit
50

: 

1. Secara hukum tidak boleh di dalam jual beli dengan tempo 

menyebutkan bunga kredit di dalam akad, secara terpisah dari 

harga cash, dimana bunga tersebut terikat dengan waktu, baik 

kedua belah pihak sepakat atas presentase bunga atau mengikatnya 

dengan bunga yang berlaku di pasaran. 

2. Apabila pembeli (orang yang memiliki utang) terlambat dalam 

membayar cicilan kredit dari batas waktu tertentukan, maka tidak 

boleh hukumnya menetapkan tambahan atas utang yang ada 

dengan syarat terdahulu atau tanpa syarat karena hal tersebut 

merupakan riba yang diharamkan. 

3. Haram hukumnya bagi orang yang memiliki utang, sebenarnya 

mampu membayar utangnya tetapi memperlambat pembayaran 

sehingga sudaha jatuh tempo. Bersamaan dengan hal tersebut, 
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keluar aturan tidak diperbolehkan dalam hukum syariat 

mensyaratkan kompensasi di saat terlambat membayar. 

4. Boleh secara hukum syariat penjual mensyaratkan pembayaran 

cicilan sebelum waktunya, disaat orang yang memiliki utang 

terlambat membayar sebagian cicilan selagi pemiliki utang rela 

dengan syarat ini ketika akad. 

5. Tidak ada hak bagi si penjual untuk menjaga barang perniagaan 

setelah akad jual beli. Akan tetapi si penjual boleh mensyaratkan 

kepada si pembeli untuk menggadai barang perniagaan padanya 

sebagai jaminan haknya dalam melunasi cicilan yang bersifat 

tempo.
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